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ABSTRAKSI 

 

Nama                         : Muhammad Wildan Alfatah 

NIM                         : 202010110311431 

Judul                          : Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu 

Lalu Lintas     pada Infrastruktur Jembatan 

Dosen Pembimbing   : 1. Hj. Wasis, SH., M.Si 

2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH 

 

Penetapan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas (APILL) pada ruang lingkup 

infrastruktur jembatan dinilai tidak sejalan dengan tujuan rancangan jembatan 

sebagaimana jembatan ditujukan untuk menopang beban dinamis sebagai beban 

primernya. APILL yang tercakup dalam ruang lingkup jembatan dapat memicu titik 

jenuh, menyebabkan jembatan menopang beban volume kendaraan. Penelitian 

ditujukan untuk mengkaji aturan tata letak APILL pada ruang lingkup infrastruktur 

jembatan dan dalam merealisasikan hal tersebut, peneliti menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan penelitian studi kepustakaan dan 

hasil wawancara. jenis pendekatan perundang-undangan dipilih sebagaimana 

problematika terkait memiliki keterkaitan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kekosongan hukum mengenai ketentuan larangan penetapan APILL 

pada ruang lingkup jembatan memberikan dampak negatif, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Kelendutan pondasi jembatan Soekarno Hatta kota Malang 

merupakan bukti nyata daripada dampak negatif secara langsung, sedangkan 

ketidakpastian hukum akan payung hukum penetapan tata letak APILL merupakan 

dampak negatif tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana 

tidak ada bentuk penegakan hukum akan peraturan yang tidak ada. Problematika 

terkait memberikan peneliti kesempatan untuk menarik kesimpulan, bahwasanya 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi 

Isyarat Lampu Lalu Lintas tidak secara spesifik mengatur ketentuan larangan 

penetapan APILL pada ruang lingkup jembatan dan oleh sebab itu peneliti 

menyarankan Kementrian Perhubungan untuk segera membentuk Peraturan 

Menteri Perhubungan yang memuat ketentuan larangan penetapan APILL pada 

ruang lingkup jembatan, sedangkan pada kasus nyata jembatan Soekarno Hatta kota 

Malang, peneliti menyarankan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan 

rekayasa lalu lintas jalan satu arah pada Jalan MT. Haryono-Jalan DI. Panjaitan-

Jalan Bogor.  

 

Kata Kunci : Jembatan; Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas; Peraturan 

Perundang-Undangan; Kekosongan hukum.  
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ABSTRACTION 
 

 

Name                    : Muhammad Wildan Alfatah 

NIM                    : 202010110311431 

Title                       : Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu 

Lintas     pada Infrastruktur Jembatan 

Adviser                  : 1. Hj. Wasis, SH., M.Si 

2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH 

 

 

The assignment of Traffic Light Signalling Devices (TLSD) to the scope of bridge 

infrastructure is considered not in line with the purpose of bridge design as the 

bridge is intended to support dynamic loads as its primary load. Traffic signals 

included in the scope of the bridge can trigger saturation points, causing the bridge 

to support the volume load of vehicles. The research is aimed at examining the rules 

of TLSD layout in the scope of bridge infrastructure and in realising this, 

Researcher use normative juridical research methods with sources of research 

materials for literature studies and interview results. the type of legislative 

approach was chosen as the related problems have a relationship to the applicable 

laws and regulations. Legal vagueness regarding the provisions of the prohibition 

of the determination of traffic signals on the scope of the bridge has a negative 

impact, both directly and indirectly. The sagging of the foundation of Soekarno 

Hatta Bridge in Malang City is clear evidence of the direct negative impact, while 

the legal uncertainty of the legal umbrella for determining the layout of traffic 

signals is an indirect negative impact that can be felt by the community, as there is 

no form of law enforcement of non-existent regulations. The related problems give 

Researcher the opportunity to draw conclusions, that the Minister of 

Transportation Regulation Number PM 49 of 2014 concerning Traffic Light 

Signalling Devices does not specifically regulate the provisions of the prohibition 

of the determination of TLSD on the scope of the bridge and therefore the 

researcher suggests the Ministry of Transportation to immediately form a Minister 

of Transportation Regulation containing provisions prohibiting the determination 

of TLSD on the scope of the bridge, while in the real case of the Soekarno Hatta 

bridge in Malang, the researcher suggests the Malang City Transportation Office 

to carry out one-way road traffic engineering on road MT. Haryono-road DI. 

Panjaitan-road Bogor.  

 

Keywords : Bridge; Traffic Light Signalling Devices (TLSD); Legislation; 

Vague Norm. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh 

 

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo 

Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas 

kehadiratannya dalam menghendaki penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi 
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mendukung penulis kendati keterpurukannya, para pihak yang tetap membantu 

penulis kendati kondisinya, dan para pihak yang tetap mempercayai penulis dalam 

menyelesaikan kewajibannya. atas seluruh bentuk dukungannya, penulis dengan 

tulus dan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
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1. Allah SWT atas seluruh kenikmatan, kasih sayang, dan 

keridhaannya yang diberikannya kepada penulis, sehingga penulis 
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bisa mempelajari hal baru akan setiap ujian yang diberikan olehnya 

dan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  

2. Orang tua penulis atas seluruh dukungan moril maupun materiil. 

Secara keseluruhan, peran ayah dan ibu merupakan kenikmatan 

tiada tara yang diberikan Allah SWT terhadap kehidupan penulis. 

3. Kedua kakak penulis atas pemahaman dan dukungannya terhadap 

ambisi penulis dalam memperoleh gelar kesarjanaan sebagai bekal 

ilmu kesuksesan. 

4. Seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas 
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kepada seluruh mahasiswanya. 
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Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program 
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dukungannya kepada seluruh mahasiswa ampuannya, termasuk 
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